
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  10  TAHUN 2014 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

dan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan 

Akuntansi Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
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  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4812); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah;  

  16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1); 

  17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan 

Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010  Nomor 

29); 

 

                                            MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

INVESTASI PADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA 

BARAT; 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam 

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
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9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan 

anggaran dalam melaksanakan tugas  dan fungsi SKPD. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa yang juga 

melaksanakan pengelolaan keuangan. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah.    

12. Akuntansi adalah Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasikan, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 

keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas 

hasilnya. 

13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat 

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.  

14. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

selanjutnya di disingkat PSAP adalah  adalah SAP yang diberi 

judul, nomor dan tanggal efektif. 

15. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik 

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan. 

16. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan 

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah 

sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar 

priode maupun antar entitas. 

17. Kebijakan Akuntansi Investasi Pemerintah Daerah adalah 

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

pemerintah daerah yang terkait dengan Investasi sebagai 

pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan investasi 

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar 

priode maupun antar entitas. 
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18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

19. Pengkuan Investasi adalah proses penetapan terpenuhinya 

kreteria pencatatan Investasi dalam catatan akuntansi 

sehingga akan menjadi bagaian yang melengkapi unsur aset, 

kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,  belanja, pembiayaan, 

pendapatan-LO dan beban sebagaimana akan termuat pada 

laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 

20. Pengukuran Investasi adalah proses penetapan nilai Investasi 

untuk mengakui dan memasukkan dalam laporan keuangan. 

21. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, atau manfaat 

sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

22. Kas  adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang 

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan. 

23. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah.  

24. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola 

dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran 

atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan 

ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.   

25. Biaya Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya, 

jasa Bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal. 

26. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua 

belas) bulan atau kurang. 

27. Investasi jangka panjang adalah Investai yang dimaksudkan 

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

28. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang 

tidak termasuk dalam investasi permanen, yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 

29. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimilki secara berkelanjutan. 

30. Perusahaan Daerah adalah Badan usaha yang seluruh atau 

sebagian modalnya dimilki oleh Pemerinh Daerah. 
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31. Pembiayaan Daerah  adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 2 
 

Kebijakan Akuntansi Investasi pada Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dimaksudkan sebagai dasar pengakuan, 

pengukuran, dan pelaporan atas investasi pada Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

 

Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkannya kebijakan akuntansi investasi pada 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah  untuk 

mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan 

pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan 

dalam laporan keuangan. 

                               

Pasal 4 

 

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini 

meliputi: 

a. bentuk Investasi; 

b. klasifikasi Investasi; 

c. pengakuan Investasi; 

d. pengukuran Investasi; 

e. mtode Penilaian Investasi; 

f. pengakuan Hasil Investasi; 

g. pelepasan dan Pemindahan Investasi; 

h. penyajian; dan 

i. pengungkapan Investasi. 

 

Pasal 5 

 

Kebijakan Akuntansi Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 8 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal  16 April 2014                                             

            GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

            

                      H. M. ZAINUL MAJDI 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal  17 April 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

                 

           

   H. MUHAMMAD  NUR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 10 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


